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ABSTRAK

Kontroversi mengenai pemimpin non-Muslim di negara Indonesia masih
menjadi perbincangan yang hangat hingga sekarang. Terlebih lagi ketika terjadi
pemilihan kepala daerah, seperti yang kemarin terjadi ketika adanya pilkada
serentak di Indonesia pada bulan Februari 2017. DKI Jakarta tampil sebagai
daerah yang mempunyai calon gubernur non-Muslim yaitu Basuki Tjahaya
Purnama atau yang biasa di panggil dengan Ahok. Munculnya Ahok sebagai calon
gubernur DKI Jakarta menimbulkan reaksi masa yang tidak kunjung berhenti,
dikarenakan terjadi beberapa kali demo yang berlangsung di Jakarta oleh sebagian
masyarakat Indonesia dengan alasan menolak Ahok atas dugaan penistaan agama
yang dilakukannya beberapa waktu yang lalu. Kaitannya dengan pemimpin non-
Muslim tersebut agaknya Ibnu Taimiyah memiliki pendapatnya sendiri yaitu
“Allah mendukung pemimpin adil meskipun Kafir daripada pemimpin zalim
meskipun Mu’min”. dengan mengutip pernyataan Ibnu Taimiyah tersebut,
bagaimana jika hal tersebut dikontekskan dengan pilkada DKI Jakarta tahun 2017
kemarin, dan dalam kondisi apa Ibnu Taimiyah membolehkan non-Muslim untuk
menjadi pemimpin dalam mayoritas penduduk yang beragama Islam.

Berdasarkan pemaparan di atas tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan memahami tentang pandangan Ibnu Taimiyah terhadap pemimpin
non-Muslim. Dalam hal ini bagaimana pernyataan Ibnu Taimiyah di atas jika
disesuaikan dengan konteks DKI Jakarta saat ini, dan bagaimana jika konteksnya
non-Muslim tersebut dalam keadaan darurat. Jenis penelitian ini merupakan
penelitian kepustakaan, yang bersifat deskriptif analisis, dan menggunakan
pendekatan normatif melalui teks dalam al-Qur’an dan pendapat Ibnu Taimiyah
dalam kitabnya, lalu secara empiris dikaitkan dengan fenomena pemimpin non-
Muslim di DKI Jakarta.

Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan, dapat disimpulkan
bahwa, pendapat Ibnu Taimiyah mengenai boleh tidaknya non-Muslim menjadi
pemimpin tidak secara rinci dijelaskan, namun Ibnu Taimiyah tetap
mengutamakan keadilan. Jika dikontekskan dengan pilkada DKI Jakarta, maka hal
tersebut  tidak dapat diterapkan, karena menurut Ibnu Taimiyah non-Muslim dapat
menjadi pemimpin ketika dalam keadaan darurat serta tidak melihat dari latar
belakangnya namun tetap mendahulukan keadilan dan selama kepemimpinannya
membawa manfaat. Namun jika dalam keadaan normal non-Muslim tetap tidak
boleh menjadi pemimpin selama masih terdapat calon yang dapat dipilih sebagai
pemimpin dan memenuhi persyaratan.

Kata Kunci: Pemimpin non-Muslim, dalam keadaan darurat, adil, DKI Jakarta.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
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RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987
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A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

ا Alif - Tidak dilambangkan

ب Bā’ b Be

ت Tā’ t Te

ث Sā’ ś Es (dengan titik di atas)

ج Jim j Je

ح Hā’ ḥ Ha (dengan titik di bawah)

خ Khā’ kh Ka dan ha

د Dāl d De

ذ Zāl ż Zet (dengan titik di atas)

ر Rā’ r Er

ز Za’ z Zet

س Sin s Es

ش Syin sy Es dan ye

ص Sād ṣ Es (dengan titik di bawah)

ض Dād ḍ de (dengan titik di bawah)

ط Ṭā’ ṭ te (dengan titik di bawah)
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ظ Ẓā’ ẓ zet (dengan titik di bawah)

ع ‘ain ʻ koma terbalik di atas

غ Gain g Ge

ف Fā’ f Ef

ق Qāf q Qi

ك Kāf k Ka

ل Lām l El

م Mim m Em

ن Nūn n En

و Wāwu w We

ھ Hā h Ha

ء Hamzah ʻ Apostrof tetapi lambang ini

tidak dipergunakan untuk

hamzah di awal kata

ي Yā’ y Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

دةمتعدّ  Ditulis Muta‘addidah

عدّة Ditulis ‘iddah

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة Ditulis Ḥikmah
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علةّ Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan

sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولیاء Ditulis Karamah al-auliyå’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan

dammah ditulis h

زكاة الفطر Ditulis Zakåh al-fitri

D. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis I, dan dhamah ditulis u.

Contoh : جَلسََ  ditulis jalasa

ثرَِبَ  ditulis śariba

بنُِيَ  ditulis buniya

E. Vokal panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing

dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh : كَانَ  ditulis kāna

تلِْمِیْدٌ  ditulis tilmīżun

غَفوُْرٌ  ditulis gafūrun
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F. Vokal rangkap

Fathah + yā’ mati ditulis ai.

Contoh : بیَْنَ  ditulis baina

Fathah + wāwu mati ditulis au.

Contoh : قوَْل ditulis qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof (‘)

Contoh : أعَُوْدُ  ditulis a ʻūżu

H. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis al-

Contoh : الْمَدْرَسَة ditulis al-madrasah

Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang

mengikutinya.

Contoh : السَّمَاء ditulis as-samā’

I. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : دِیَّة مُحَمَّ ditulis muḥammadiyyah

J. Ta’ marbutah di akhir kata

Bila dihidupkan ditulis t

Contoh : مَكْتبَةَ الْجَا مِعَة ditulis maktabat al-jāmi’at

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap

menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Contoh : سَبُّوْرَة ditulis sabbūrah
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K. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata

Contoh : كَرَامَة الأْوَْلیِاَء ditulis karāmah al-auliyā’

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.

Contoh : شِدیْناخُلفَاَءُ الرّ  ditulis khulafā’ur rāsyidīn

L. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap manusia tidak pernah bisa terlepas dari sebuah sistem yang 

mempengaruhi kehidupannya. Sadar dan tidak sadar manusia selalu bertindak 

sesuai dengan sistem yang melingkupi kehidupannya, seperti sistem ekonomi, 

politik, hukum, dan sebagainya. Oleh karena itu, maka diperlukan suatu objek 

tertentu untuk mengatur sistem-sistem tersebut agar berjalan sebagaimana 

mestinya. Objek di sini yang dimaksud adalah seorang pemimpin. Di mana 

keberadaan pemimpin sangat dibutuhkan dalam suatu tatanan masyarakat untuk 

membuat masyarakatnya menjadi tertib. Kata “pemimpin” tidak jarang kita 

dengar dalam berbagai bidang kehidupan manusia, seperti halnya dalam ranah 

pemerintahan.  

Pemimpin adalah seseorang yang dipilih oleh rakyat demi mengatur dan 

mengurus kepentingan bersama, dan dipercaya menjadi seorang pemimpin. 

Seseorang yang dinobatkan sebagai pemimpin negara mempunyai tugas dan 

kewajiban antara lain, yaitu, memelihara agama, ketahanan dan keamanan, 

menegakkan hukum, serta mengatur keuangan
1
. Dalam hal ini pemimpin yang 

dimaksud adalah kepala pemerintahan, baik itu konteksnya kepala negara maupun 

gubernur. 

                                                           
1
 M. Suryadinata, “Kepemimpinan Non-Muslim dalam al-Qur’an: Analisis terhadap 

Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim”, Jurnal Ilmu Ushuluddin, Volume 2, 

Nomer 3, Januari-Juni 2015, hlm 243. 
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Berbicara mengenai pemimpin, tanggal 15 Februari 2017 kemarin, 

Indonesia telah melaksanakan pilkada (pemilihan kepala daerah) serentak. Dalam 

pilkada tersebut siapa saja yang memiliki syarat-syarat tertentu berhak 

mencalonkan dirinya menjadi pemimpin, baik itu seseorang dari kalangan Muslim 

maupun non-Muslim, dari kalangan politik atau pengusaha. Kaitannya dengan 

pilkada serentak tersebut, DKI Jakarta tampil sebagai daerah yang kontroversial. 

Pasalnya terdapat non-Muslim yaitu Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang 

mencalonkan dirinya sebagai pemimpin. 

Dalam al-Qur’an sendiri terdapat beberapa ayat yang melarang adanya 

pemimpin berasal dari non-Muslim. Namun dalam ayat tersebut tidak secara 

spesifik menyebutkan ciri-ciri seprang pemimpin, seperti dalam surat Al-Maidah 

ayat 51 yang berbunyi sebagai berikut: 

ومن  آء بعضهم اوليآءبعض  يآيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصرى اولي

2ان الله لايهدى القوم الظلمين يتولهم منكم فانه منهم  
 

Dalam ayat yang lain juga disebutkan bahwa terdapat larangan bagi non-

Muslim menjadi seorang pemimpin, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 28.
3
 Ibnu 

Taimiyah lebih menekankan konsep keadilan yang ditegakkan dari pada melihat 

status sang pemimpin, baik dia Muslim atau Kafir boleh saja memimpin selama 

ditegakkannya pemerintahan yang berkeadilan. Pernyataan Ibnu Taimiyah sendiri 

dalam tulisannya yaitu: 

                                                           
2
 Al-Maidah (5) : 51 

3
 Ali Imran (3) : 28 
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الله ينصر الدولة العادلة وان كانت كافرة ولاينصر الدولة الظالمة وان كانت 

4مؤمنة
 

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya Islam, namun bukan 

berarti Indonesia adalah negara Islam. Dengan kata lain, seharusnya hal ini tidak 

menghambat apabila terdapat sosok calon pemimpin yang berasal dari agama 

selain Islam, karena dengan negara Indonesia yang menggunakan sistem 

demokrasi seperti sekarang ini, siapa pun yang memenuhi kriteria sebagai 

pemimpin dapat mencalonkan dirinya sebagai pemimpin. 

Dalam buku yang berjudul “Minoritas Non Muslim di dalam Masyarakat 

Islam” karya Yusuf Qardhawi dijelaskan bahwa ahludz-dzimmah juga 

mempunyai hak untuk menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan seperti 

halnya kaum muslimin, kecuali jabatan-jabatan yang memiliki warna keagamaan 

seperti jabatan sebagai imam, pemimpin tertinggi negara, panglima tentara, hakim 

untuk kaum muslimin.
5
 

Dijelaskan pula bahwa tugas-tugas pemerintahan di luar bidang-bidang 

tersebut di atas boleh diserahkan kepada ahludz-dzimmah
6
 apabila terpenuhi 

                                                           
4
 Ibnu Taimiyah, Al-Hisbah fi al-Islam aw Wadhifah al-Hukumah al-Islamiyyah, (Beirut-

Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992), hlm.  3. 
5
 Yusuf Qardhawi, Minoritas Non Muslim di dalam Masyarakat Islam, (Bandung: 

Karisma, 1994), hlm., 53. 
6
 Ahludz-dzimmah di sini yang dimaksud adalah sebutan untuk orang warga negara non-

Muslim dalam masyarakat Islami, kata dzimmah berarti perjanjian, jaminan dan keamanan (Yusuf 

Qardhawi, 1994:18-19). Dinamakan demikian karena mereka memiliki jaminan perjanjian (‘ahd) 

Allah dan Rasul-Nya serta jamaah kaum muslimin untuk hidup dengan aman dan tentram dibawah 

perlindungan Islam dan dalam lingkungan masyarakat Islam. Jadi mereka berada dalam jaminan 

keamanan kaum muslimin berdasarkan “akad dzimmah”. Dengan demikian, dzimmah ini 

memberikan kepada orang-orang non-Muslim suatu hak yang di masa sekarang mirip dengan apa 

yang disebut sebagai kewarganegaraan politis yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya. 

Dengan itu pula mereka memperoleh dan terikat pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban semua 
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syarat-syarat pada diri mereka seperti kecakapan, kejujuran dan kesetiaan kepada 

negara. Tentunya mereka itu harus tidak termasuk orang-orang yang memendam 

rasa dengki dan benci terhadap kaum muslimin.
7
 

Terkait pencalonan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta,  agaknya Said 

Aqil Siradj juga memiliki pendapat yang sama dengan Ibnu Taimiyah bahwa 

“pemimpin Kafir yang adil itu lebih baik daripada pemimpin Muslim tapi zalim”, 

karena menurutnya seseorang yang mempunyai sifat adil dan jujur sekalipun ia 

non-Muslim, sah saja dipilih sebagai pemimpin. Akan tetapi pernyataan tersebut 

tetap merujuk kepada keadilan dan kejujuran yang dimiliki oleh seseorang.
8
 

Namun tidak hanya isu pemimpin non-Muslim yang menjadi kontroversi di 

kalangan masyarakat, tetapi juga ditambah kasus penistaan agama yang dilakukan 

Ahok beberapa waktu yang lalu juga membuat masyarakat semakin gencar 

menolak Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. 

Pasalnya terjadi beberapa kali aksi demo penolakan Ahok sebagai calon 

gubernur. Aksi tersebut berlangsung pada tanggal 4 November 2016 yang terjadi 

di Monumen Nasional (Monas) Jakarta. Aksi selanjutnya terjadi pada tanggal 2 

Desember 2016 yang lalu, yang dilaksanakan di sekitar Monas. Aksi tersebut 

tetap berlangsung, meskipun Ahok sudah berstatus sebagai tersangka dalam kasus 

                                                                                                                                                               
warga negara. Dalam Kamus Arab Indonesia (Ali Mutahar, 2005:189) ahludz-zimmah berarti 

orang-orang yang bukan Muslim, tapi dapat menikmati kebebasan dan perlindungan. 
7
 Yusuf Qardhawi, Minoritas Non Muslim, hlm. 54 

8
 Alhafiz K, Kontroversi Pemimpin Non-Muslim ini Klarifikasi Pernyataan Kang Said,  

http://www.nu.or.id/post/read/67660/ diakses pada tanggal 23 Mei 2017 pukul 16.01. 

http://www.nu.or.id/post/read/67660/
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penistaan agama. Hal itu tidak menyurutkan sejumlah ormas untuk kembali turun 

ke jalan mendesak pemerintah agar menangkap Ahok.
9
 

Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pendapat 

Ibnu Taimiyah mengenai pemimpin non-Muslim. Dikaitkan dengan isu 

kontroversi pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang menuai banyak pro dan kontra 

mengenai calon gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), dan 

untuk menjelaskan mengenai pendapat Ibnu Taimiyah terhadap pemimpin non-

Muslim di Indonesia penulis akan menganalisa dengan menggunakan teori politik 

profetik Kuntowijoyo. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis 

merumuskan masalah yang akan dijawab pada penelitian skripsi ini sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pendapat Ibnu Taimiyah tentang pemimpin non-Muslim? 

2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pemimpin 

non-Muslim dengan isu pilkada di DKI Jakarta tahun 2017. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk: 

1. Menjelaskan pendapat Ibnu Taimiyah tentang pemimpin non-Muslim. 

2. Menjelaskan relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pemimpin 

non-Muslim dengan isu pilkada di DKI Jakarta tahun 2017. 

                                                           
9
 Pijar Anugerah, Lima Hal Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Unjuk Rasa 2 Desember 

http://www.bbc.com/indonesia/indonesia, akses tanggal 20 Maret 2017 pukul 13.12. 

http://www.bbc.com/indonesia/indonesia
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Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk: 

1. Memberikan wawasan baru mengenai pemimpin non-Muslim dalam 

pandangan Ibnu Taimiyah dalam konteks Indonesia masa kini. 

2. Menyumbang keilmuan dalam bidang hukum tata negara. 

3. Memberikan pengetahuan tentang pendapat tokoh dalam kaitannya 

dengan hukum tata negara dan konteksnya di Indonesia. 

4. Memberikan pengetahuan mengenai kebolehan dan penolakan 

pemimpin non-Muslim dalam mayoritas penduduk yang beragama 

muslim di Indonesia yang berkaitan dengan konteks Indonesia saat ini 

yang dikaitkan dengan isu pilkada di DKI Jakarta. 

D. Telaah Pustaka 

Studi mengenai pemimpin non-Muslim kini semakin banyak dibahas oleh 

beberapa kalangan, dari beberapa tulisan penulis berhasil menemukan skripsi-

skripsi yang berkaitan dengan pemimpin non-Muslim tersebut diantaranya: 

Skripsi karya Ardhian Wahyu Firmansyah yang berjudul “Pemimpin Non-

Muslim di Indonesia Menurut Pandangan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (2012-

2013)”.
10

 Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research). Sifat 

penelitiannya adalah bersifat deskriptif kualitatif. Skripsi ini membahas mengenai 

pandangan beberapa mahasiswa UIN Sunan Kalijaga terhadap pemimpin non-

Muslim, ada yang berpikir secara tekstual, di mana mereka tidak menerima 

                                                           
10

 Ardhian Wahyu Firmansyah, “Pemimpin Non-Muslim di Indonesia Menurut 

Pandangan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (2012-2013)”, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2013), hlm. 44-51.  
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adanya pemimpin non-Muslim sesuai dengan ayat-ayat yang ada dalam al-Qur’an 

tentang larangan memilih pemimpin non-Muslim. Namun ada juga yang berpikir 

secara kontekstual, yang mana beberapa dari mereka melihat fenomena mengenai 

pemimpin non-Muslim di Indonesia berdasarkan teks al-Qur’an namun 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada masa kini. Namun ada juga 

yang berpikir secara moderat mengenai pemimpin non-Muslim di negara 

Indonesia. 

Skripsi karya Wahyu Naldi yang berjudul, “Penafsiran terhadap Ayat-Ayat 

Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim dalam Al-Qur’an”. Dalam skripsi ini 

lebih dijelaskan mengenai ayat-ayat dalam al-Qur’an yang melarang adanya 

pemilihan terhadap pemimpin non-Muslim. Penekanannya terdapat pada 

perbedaan penafsiran antara Quraish Shihab dengan Sayyid Quttub.
11

 Dari segi 

penyajian Sayyid lebih bernuansa pergerakan yang dibungkus dengan bahasa 

sastra dan cenderung lebih tegas bahkan keras. Dalam memahami ayat-ayat 

tersebut Sayyid cenderung tekstualis. Dibandingkan dengan Quraish Shihab yang 

lebih terbuka penuh toleran dan memahami ayat-ayat tersebut dengan holistik dan 

kontekstualis.
12

 Penafsiran Quraish lebih relevan dengan konteks Indonesia saat 

ini karena masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural, yang bertumpu pada 

ideologi pancasila dan UUD 1945 yang mengharuskan bekerjasama dengan cara 

menjalin persatuan dan kesatuan untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan 

bersama di dalam bernegara. Dijelaskan pula mengenai pendapat beberapa ulama 

                                                           
11

 Wahyu Naldi, “Penafsiran terhadap Ayat-ayat Larangan Memilih Pemimpin Non-

Muslim dalam Al-Qur’an: Studi Komparasi antara M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb” Skripsi, 

Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, (2015), hlm. 73-90. 
12

  Ibid., hlm. 144.  
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yang melarang maupun yang memperbolehkan adanya pemimpin non-Muslim.
13

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research).  

Buku dengan judul “Presiden Non-Muslim di Negara Indonesia (Tinjauan 

dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia)” hasil 

penelitian dari DR. Mujar Ibnu Syarif. Dalam bukunya membahas mengenai dapat 

atau tidaknya non-Muslim menjadi presiden di negara yang mayoritas 

penduduknya beragama Islam. Hal ini tidak hanya dilihat dari kacamata teologis, 

di mana dalam kaitannya dengan presiden non-Muslim di negara Indonesia 

menimbulkan kontroversi karena baik dari al-Qur’an dan al-Sunnah yang 

merupakan dua sumber utama hukum Islam ditemukan dalil-dalil yang melarang 

umat Islam memilih pemimpin non-Muslim, namun dalam hal lain ditemukan 

juga dalil-dalil yang membolehkannya.
14

 Penelitian ini merupakan riset pustaka 

(Library Research) yang dilengkapi dengan wawancara. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologis filosofis.
15

 

Skripsi karya Abd. Rokhim, yang berjudul “Hak dan Kewajiban Politik 

Non-Muslim dalam Konsep Khilafah Menurut Taqiyyuddin An-Nabhani”. Dalam 

skripsi ini menjelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban politik non-Muslim 

dalam khilafah, bahwa negara tidak boleh melakukan diskrimnasi terhadap rakyat 

atas dasar agama, kelompok, jenis kelamin, atau yang lain. Islam hanya 

mengaitkan kepada negara, kewajiban untuk menegakkan hukum-hukum syara’. 

                                                           
13

  Ibid., hlm. 28-43. 
14

  Mujar Ibnu Syarif, Presiden Non-Muslim di Negara Muslim (Tinjauan dari Perspektif 

Politik Islam dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia), (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), 

hlm 1. 
15

  Ibid., hlm 11. 
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Namun meskipun non-Muslim tidak memiliki kewajiban politik untuk 

menegakkan Islam mereka tetap diwajibkan untuk membayar jizyah dan 

mematuhi hukum sipil Islam sebagai warga negara yang pasif.
16

 Konsep khilafah 

dalam pandangan an-Nabhani adalah kepemimpinan umum bagi seluruh umat 

Islam di dunia, untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan menyebarkan Islam 

ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.
17

 Menurut an-Nabhani negara 

Islam atau khilafah tetap menerima non-Muslim sebagai warga negaranya, namun 

kaitannya dengan hak dan kewajiban antara warga non-Muslim dan Muslim 

tentunya berbeda prosentasenya. Hal ini juga termasuk dalam berpolitik, bahwa 

non-Muslim memiliki hak yang lebih sedikit dalam pemerintahan. Skripsi ini 

menggunakan  penelitian pustaka (Library Research). 

E. Kerangka Teori 

Pilar dari Ilmu Sosial Profetik menurut Kuntowijoyo itu ada tiga, yaitu 

amar ma’rūf (humanisasi), nahi munkar (liberasi), dan tu’minūna billāh 

(transendensi).
18

 Penelitian sosial berdasar Ilmu Sosial Profetik sekarang ini 

sepatutnya mempunyai prioritas tersendiri, yaitu memecahkan persoalan umat 

menghadapai masyarakat industri (masyarakat kota, masyarakat global, 

masyarakat pengetahuan, dan masyarakat abstrak). 

 

                                                           
16

 Abd. Rokhim,  “Hak dan Kewajiban Politik Non-Muslim dalam Konsep Khilafah 

Menurut Taqiyyuddin An-Nabhani”, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga, (2010), hlm. 53. 
17

 Ibid., hlm. 96. 
18

 Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu Epistimologi, Metodologi, dan Etika, (Yogyakarta: 

Tiara Wacana, 2007), hlm. 99. 
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1. Humanisasi 

Dalam bahasa agama, konsep humanisasi merupakan terjemahan dari 

amar al-ma’rūf, yang mana asalnya adalah menganjurkan atau menegakkan 

kebajikan. Dalam Ilmu Sosial Profetik, humanisasi artinya memanusiakan 

manusia, menghilangkan “kebendaan”, ketergantungan, kekerasan dan 

kebencian dari manusia.
19

 Humanisasi sesuai dengan semangat liberalisme 

Barat. Hanya saja perlu segera ditambahkan, jika peradaban Barat lahir dan 

bertumpu pada humanisme antroposentris, konsep humanisme Kuntowijoyo 

berakar pada humanisme teosentris. Karenanya, humanisasi tidak dapat 

dipahami secara utuh tanpa memahami konsep transendensi (Tuhan) yang 

menjadi dasarnya.
20

 

Humanisme Barat lahir dari pemberontakan terhadap kekuasaan Gereja 

yang bersifat dogmatis pada abad Pertengahan. Pandangan antroposentris 

beranggapan bahwa kehidupan tidak berpusat pada Tuhan tapi pada manusia. 

Etosnya adalah semangat menghargai nilai-nilai yang dibangun oleh manusia 

sendiri. Peradaban antroposentris menjadikan manusia sebagai tolak ukur 

kebenaran dan kepalsuan, untuk memakai manusia sebagai kriteria keindahan 

dan untuk memberikan nilai penting pada bagian kehidupan yang menjanjikan 

kekuasaan dan kesenangan manusia. Antroposentrisme menganggap manusia 

sebagai pusat dunia, karenanya merasa cukup dengan dirinya sendiri. Manusia 

                                                           
19

 M. Fahmi, Islam Transendental Menelusuri Jejak-jejak Pemikiran Islam Kuntowijoyo, 

(Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm.117. 
20

 Ibid. 
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antroposentris merasa menjadi penguasa bagi dirinya sendiri. Tidak hanya itu, 

ia pun bertindak lebih jauh, ia ingin menjadi penguasa bagi yang lain.
21

 

Tujuan humanisasi adalah untuk memanusiakan manusia, namun saat 

ini terjadi dehumanisasi karena masyarakat industrial menjadikan manusia 

sebagai masyarakat abstrak tanpa wajah kemanusiaan. Manusia mengalami 

objektivasi ketika berada di tengah-tengah mesin-mesin politik dan mesin-

mesin pasar.
22

 

Dengan rasio sebagai senjatanya, manusia antroposentris memulai 

sejarah kekuasaan dan eksploitasi atas alam tanpa batas. Modernisme dengan 

panji-panji rasionalismenya terbukti menimbulkan kerusakan alam tak 

terperikan terhadap alam dan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan 

peradaban modern menciptakan mesin-mesin perang terhadap alam berupa 

teknologi canggih untuk menaklukkan dan mengeksploitasi alam tanpa batas, 

juga mesin-mesin perang terhadap manusia berupa senjata-senjata canggih 

supermodern, bom, bahkan juga senjata pemusnah masal, yang membuat 

proses humanisasi menjadi proses dehumanisasi.
23

 

Kuntowijoyo lalu mengusulkan humanisme teosentris sebagai ganti 

humanisme antroposentris untuk mengangkat kembali martabat manusia. 

Dengan konsep ini, manusia harus memusatkan diri pada Tuhan, tapi 

                                                           
21

 Ibid., hlm. 118. 
22

 Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi, (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 

289. 
23

 M. Fahmi, Islam Transendental Menelusuri, hlm. 119. 
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tujuannya adalah untuk kepentingan manusia (kemanusiaan) sendiri.
24

 

Perkembangan peradaban manusia tidak lagi diukur dengan rasionalitas tapi 

transendensi. Humanisasi diperlukan karena masyarakat sedang berada dalam 

tiga keadaan akut yaitu dehumanisasi (obyektivasi teknologis, ekonomis, 

budaya dan negara), agresifitas (agresifitas kolektif dan kriminalitas) dan 

loneliness (privatisasi, individuasi).
25

 Dehumanisasi terjadi diantaranya karena 

dipakainya teknologi (baik berupa alat-alat fisik maupun metode) dalam 

masyarakat. Agresifitas kolektif terjadi bisa karena ketidakadilan sosial yang 

menyebabkan kekumuhan, kemiskinan, dan pengangguran. Sedangkan 

lonelinnes disebabkan karena individuasi atai privatisasi yang dialami oleh 

kelas menengah ke atas.
26

  

2. Liberasi 

Nahi munkar adalah bahasa agama. Namun oleh Kuntowijoyo istilah 

ini diterjemahkan ke dalam bahasa ilmu menjadi liberasi. Dalam bahasa 

agama, nahi munkar berarti melarang atau mencegah segala tindak kejahatan 

yang merusak, seperti memberantas korupsi, mengentaskan kemiskinan dan 

yang lain. Sedangkan dalam bahasa ilmu, nahi munkar berarti pembebeasan 

dari kebodohan, kemiskinan, ataupun penindasan. Oleh karena itu, kata 

liberasi berarti pembebasan,
27

 Mencegah dari yang munkar itu dapat berarti 

liberasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Liberasi adalah 

                                                           
24

 Ibid., hlm. 122. 
25

 Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu, hlm. 100. 
26

 M. Fahmi, Islam Transendental Menelusuri, hlm. 123. 
27

 Ibid., hlm. 123-124. 
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pendekatan revolusioner yang dalam konteks Indonesia saat ini biaya 

sosialnya terlalu mahal, sehingga jalan ini tidak mungkin ditempuh. Umat 

Islam hanya mengambil intinya yaitu usaha yang sungguh-sungguh.
28

 

Bidikan liberasi ada pada realitas empiris, sehingga liberasi sangat 

peka dengan persoalan penindasan atau dominasi struktural. Fenomena 

kemiskinan yang lahir dari ketimpangan ekonomi adalah bagian penting dari 

proyek liberasi. Liberasi menempatkan diri bukan pada lapangan moralitas 

kemanusiaan abstrak, tapi pada realitas kemanusiaan empiris, bersifat 

kongkrit. Kuntowijoyo bahkan menganggap sikap menghindar dari yang 

kongkrit menuju abstrak adalah salah satu ciri berpikir berdasarkan mitos.
29

 

Kuntowijoyo dalam bukunya menjelaskan ada empat sasaran liberasi, 

yaitu sistem pengetahuan, sistem sosial, sistem ekonomi dan sistem politik 

yang membelenggu manusia sehingga tidak dapat mengaktualisasikan dirinya 

sebagai makhluk yang merdeka dan mulia.
30

 

3. Transendensi 

Transendensi merupakan dasar dari dua unsurnya yang lain. 

Transendensi hendak menjadikan nilai-nilai transendental (keimanan) sebagai 

bagian penting dari proses membangun peradaban. Transendensi 

                                                           
28

 Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 38.  
29

 Ibid. 
30

 Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu, hlm. 103. 
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menempatkan agama (nilai-nilai Islam) pada kedudukan yang sangat sentral 

dalam Ilmu Sosial Profetik.
31

 

Ekses-ekses negatif yang ditimbulkan oleh modernisasi mendorong 

terjadinya semangat untuk mengambil alternatif yang ditawarkan oleh agama 

dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan. Manusia produk 

renaissance adalah manusia antroposentris yang merasa menjadi pusat dunia, 

cukup dengan dirinya sendiri. Melalui proyek rasionalisasi, manusia 

memproklamirkan dirinya sebagai penguasa diri dan alam raya. Rasio 

mengajari cara berpikir bukan cara hidup. Rasio menciptakan alat-alat bukan 

kesadaran. Rasio mengajari manusia untuk menguasai hidup, bukan 

memaknainya. Akhirnya manusia menjalani kehidupannya tanpa makna.
32

 

Di sinilah transendensi dapat berperan penting dalam memberikan 

makna yang akan mengarahkan tujuan hidup manusia. Islam dapat 

membawakan kepada dunia yang sekarat, bukan karena kurang alat atau 

teknik, akan tetapi karena kekurangan maksud, arti dari masyarakat yang ingin 

merealisir rencana Tuhan. Nilai-nilai transendental ketuhanan inilah yang akan 

membimbing manusia menuju nilai-nilai luhur kemanusiaan.
33

 

Transendensi adalah dasar dari humanisasi dan liberasi. Transendensi 

memberi arah kemana dan untuk tujuan apa humanisasi dan liberasi itu 

dilakukan. Transendensi dalam Ilmu Sosial Profetik di samping berfungsi 

                                                           
31

 M. Fahmi, Islam Transendental Menelusuri, hlm. 129 
32

 Ibid., hlm. 130. 
33

 Ibid., hlm. 131. 
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sebagai dasar nilai bagi praksis humanisasi dan liberasi, juga berfungsi 

sebagai kritik. Dengan kritik transendensi, kemajuan teknik dapat diarahkan 

untuk mengabdi pada perkembangan manusia dan kemanusiaan, bukan pada 

kehancurannya. Melalui kritik transendensi, masyarakat akan dibebaskan dari 

kesadaran materialistik di mana posisi ekonomi seseorang menentukan 

kesadarannya menuju kesadaran transendental. Transendensi akan menjadi 

tolak ukur kemajuan dan kemunduran manusia.
34

 

F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan sebuah metode penelitian 

untuk membantu penulis dalam mengungkap penelitian yang penulis lakukan. 

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif, yakni memfokuskan pada 

usaha untuk menggali nilai-nilai atau hakikat yang terkandung dalam suatu 

fenomena sosial bukan semata-mata beranalisis pada hasil-hasil survei atau pun 

data statistik. Dalam kesempatan ini, penulis akan menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka 

(Library Research) yaitu penelitian yang menggunakan sumber-sumber 

dari buku-buku, majalah, dokumen, naskah, dan yang lainnya, yang 

berkaitan dengan permasalahan dalam objek kajian penelitian ini. 
35

 

                                                           
34

 Ibid. 
35

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9. 
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penulis akan 

mendeskripsikan permasalahan dalam penelitian tersebut. Kemudian 

menganalisa dan menjelaskan bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah 

terhadap pemimpin non-Muslim dalam konteksnya di Indonesia saat ini. 

Terkait dengan pemimpin non-Muslim, hal ini akan dijelaskan pula 

mengenai relevansinya dengan isu kontroversi pilkada di Indonesia. 

3. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan 

pendekatan yang mengacu kepada teks, yang mana menjelaskan 

bagaimana pendapat Ibnu Taimiyah mengenai pemimpin non-Muslim, lalu 

secara empiris dikaitkan dengan pilkada di DKI Jakarta kemarin dan 

konteks Indonesia saat ini.  

4. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan proses yang dibutuhkan sehubungan 

dengan referensi yang digunakan dalam mengumpulkan data-data dan 

literatur yang relevan dengan permasalahan yang menjadikan sasaran 

penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah 

sebagai berikut: 

Pertama, data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

karya Ibnu Taimiyah dengan bukunya yang berjudul Al-Hisbah fi Al-

Islam aw Wazhifah Al-Hukumah Al-Islamiyyah dan al-Siyasat al-

http://read.kitabklasik.net/2009/04/al-siyasah-al-syariyah-ibnu-taimiyah.html
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Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah, dan kitab-kitab lain yang relevan 

dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

Kedua, data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai 

masalah-masalah yang akan diteliti pada data primer seperti halnya buku-

buku, jurnal, artikel, internet, media massa, dan lain sebagainya. 

5. Analisis Data 

Setelah data didapatkan, baik itu data yang bersifat primer maupun 

bersifat sekunder, maka data-data tersebut akan dianalisis menggunakan 

analisa data kualitatif. Data-data yang telah didapatkan dikualifikasikan 

terlebih dahulu dari yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan 

yang bersifat khusus. Data yang telah diperoleh disusun dan 

dideskripsikan.  

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, agar pembahasan skripsi lebih mudah dipahami, 

maka secara garis besar penulis akan menyajikannya dalam lima bab yang terdiri 

dari: 

Bab I, mengenai latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan 

yang juga disebut dengan proposal. 

Bab II, berisi data umum mengenai pengertian dari pemimpin, syarat-

syarat yang memenuhi kriteria sesorang dapat mencalonkan diri sebagai 

pemimpin. 

http://read.kitabklasik.net/2009/04/al-siyasah-al-syariyah-ibnu-taimiyah.html
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Bab III, penulis menyajikan mengenai data-data riwayat hidup dari Ibnu 

Taimiyah, latar belakang keluarga, pendidikan, dan karya-karya Ibnu Taimiyah, 

kemudian menjelaskan mengenai kriteria pemimpin menurut Ibnu Taimiyah, 

bagaimana pemimpin non-Muslim menurut Ibnu Taimiyah, dan pandangan para 

ulama tentang boleh atau tidaknya pemimpin berasal dari non-Muslim. 

Bab IV, penulis akan menyajikan data mengenai kasus-kasus pemimpin 

non-Muslim dalam pilkada di Indonesia, kontroversi pemimpin non-Muslim 

dalam pilkada di DKI Jakarta, kemudian pemimpin non-Muslim dalam keadaan 

darurat dan menganalisis data-data tersebut dengan teori politik profetik. Pada bab 

inilah yang akan menjawab pokok permasalahan yang diajukan penulis. 

Bab V, berisikan tentang kesimpulan terhadap hasil analisis, serta saran-

saran yang kiranya relevan dan diperlukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kontroversi mengenai pemimpin non-Muslim di negara Indonesia masih 

merupakan sesuatu yang hangat untuk dibicarakan, karena memang setiap ada isu 

pemimpin dari non-Muslim, selalu menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. 

Mengambil pendapat Ibnu Taimiyah “Allah mendukung negara yang adil 

meskipun Kafir dan Allah tiak mendukung negara yang zalim meskipun 

Mu’min”. Pendapatnya tersebut bahwa pemimpin yang adil meskipun Kafir 

adalah lebih baik daripada pemimpin yang zalim meskipum Mu’min. 

Dalam hal ini Ibnu Taimiyah tidak secara rinci membahas mengenai 

kebolehannya tentang pemimpin non-Muslim dalam masyarakat yang 

mayoritasnya Muslim, namun Ibnu Taimiyah lebih menekankan pada aspek 

keadilan. Bagi Ibnu Taimiyah seorang pemimpin yang adil mampu membawa 

kemaslahatan terhadap rakyatnya, namun pemimpin yang zalim akan membawa 

masyarakatnya dan pemerintahannya menjadi hancur. 

Jika ditarik dalam konteks ke-Indonesiaan, kasus yang saat ini sedang 

gencar diperdebatkan adalah Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta dan 

pencalonannya dalam pilkada tahun 2017 di DKI Jakarta. Bagi Ibnu Taimiyah 

selama Ahok memang mempunyai kemampuan, dan mampu bersikap adil sebagai 

pemimpin, maka tidak menjadi masalah apabila ia dipilih. Namun jika melihat 

konteksnya Ahok dalam kinerjanya ketika menjadi pemimpin DKI Jakarta yang 
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menimbulkan kontroversi dalam masyarakat dan membuat masyarakat geram 

terhadapnya, maka ia tidak boleh dipilih menjadi pemimpin, karena dikhawatirkan 

jika Ahok menjadi pemimpin, maka kepentingan umat Islam tidak terpenuhi 

justru kepentingan individu dan golongannya yang terpenuhi, dan masyarakat 

Muslim tidak mendapatkan hak-haknya sebagai rakyat. Kemudian tidak adanya 

perwujudan kesejahteraan terhadap sebagian besar masyarakat DKI Jakarta yang 

mayoritasnya Muslim. 

Kaitannya dengan ini, non-Muslim dalam keadaan darurat dan non-

Muslim dalam keadaan normal sangat jauh berbeda. Pada pengangkatan Ahok 

sebagai gubernur menggantikan Jokowi, bagi Ibnu Taimiyah kondisi tersebut 

dapat dikatakan dalam keadaan darurat, karena secara otomatis ia naik menjadi 

gubernur DKI Jakarta. Apabila Ahok tidak menggantikan Jokowi, maka Jakarta 

akan mengalami kekosongan kekuasaan, dan dapat menimbulkan kacaunya 

pemerintahan pada saat itu. Namun konteksnya berbeda ketika pencalonan Ahok 

sebagai gubernur DKI Jakarta tahun 2017 kemarin. Di mana ia melawan pasangan 

Anis Baswedan dan Sandiaga Uno yang merupakan seorang Muslim dan 

mempunyai kualitas menjadi pemimpin serta memenuhi syarat-syarat untuk 

menjadi pemimpin. Oleh karena itu Ahok tidak boleh dipilih menjadi gubernur 

karena masih terdapat pasangan calon yang memenuhhi persyaratan menjadi 

pemimpin dan beragama Islam. 
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B. Saran 

Penulis menyadari bahwa sedikit karya yang penulis hasilkan dari 

penelitian yang berjudul “Pemimpin Non-Muslim menurut Ibnu Taimiyah dan 

Relevansinya dengan Kontroversi Pilkada di DKI Jakarta tahun 2017” ini masih 

sangat jauh dari kata sempurna. Keterbatasan waktu, jarak, kemampuan dan 

tenaga dalam rangka memaksimalkan penelitian, membuat skripsi ini masih 

begitu banyak kekurangan. Selian itu, dalam dunia penelitian, penulis masih 

sangat terbatas pada pengalaman, sehingga skripsi yang penulis hasilkan belum 

maksimal. Oleh karena itu, kritik dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini 

sangat penulis butuhkan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang belum 

penulis sempurnakan. Hal ini juga diperlukan dalam rangka mengembangkan 

kemampuan penulis dalam dunia penelitian, serta dapat mengembangkan 

khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan tema yang penulis ambil 

dalam penelitian ini. 

Penulis berharap akan ada peneliti yang tertarik dan berminat 

menyempurnakan penelitian ini dari berbagai sudut pandang. Bahkan mungkin 

bisa menggali lebih dalam mengenai data-data Ahok sebagai contoh pemimpin 

non-Muslim masa sekarang, dengan mengambil konsep keadilan menurut Ibnu 

Taimiyah, dan ilmu sosial profetik menurut Kuntowijoyo. Hal ini sangat penting 

untuk dijadikan rujukan yang baik oleh setiap para pemimpin dan politisi yang 

ingin terjun dalam mewujudkan kemaslahatan umat. 
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I

DAFTAR TERJEMAHAN

No HALAMAN BAB FN TERJEMAHAN

1 2 I 1 Hai orang-orang yang beriman. Janganlah
kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani
sebagai teman setia (mu), mereka satu sama
lain saling melindungi. Barang siapa di antara
kamu yang menjadikan mereka teman setia,
maka sesungguhnya dia termasuk golongan
mereka. Sungguh Allah tidak memberi
petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

2 2 I 2 Janganlah orang-orang Mu’min mengambil
orang-orang Kafir menjadi pemimpin dengan
meninggalkan orang-orang Mu’min.
Barangsiapa berbuat demikian, niscaya
lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali
karena (siasat) memelihara dari sesuatu yang
ditakuti dari mereka. Dan Allah
memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-
Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu).

3 2 I 3 Sesungguhnya Allah mendirikan
(mendukung) negara yang adil meskipun
negara itu Kafir, dan Allah tidak mendukung
(negara) yang dzalim sekalipun negara itu
Mu’min.

4 25 II 22 Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah
dan taatilah Rasul-Nya, dan orang-orang yang
berkuasa dari kalanganmu sendiri.

5 26 II 24 Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi
kaum wanita……

6 26 II 25 Tidak akan beruntung suatu kaum yang
mengangkat seorang wanita sebagai
pemimpinnya”. (H.R. al-Bukhari).

7 28 II 29 Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan
kamu khalifah (penguasa) di bumi, maka
berilah keputusan (perkara) di antara manusia
dengan adil dan janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu, karena ia menyesatkan kamu dari
jalan Allah.

8 28 II 30 Berkata Yusuf: jadikanlah aku sebagai
bendaharawan Negara (Mesir).
Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai
menjaga amanah lagi berpengalaman.

9 29 II 34 ….Sesungguhnya orang yang paling baik



II

yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita)
ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

10 30 II 37 …… Dan (terhadap) orang-orang yang
beriman, tetapi belum berhijrah (ke negara
Islam) maka tidak ada kewajiban sedikitpun
atasmu untuk memberikan (hak) kekuasaan
kepada mereka sebelum mereka berhijrah….

11 49 III 51 Janganlah orang-orang Mu’min mengambil
orang-orang Kafir menjadi pemimpin dengan
meninggalkan orang-orang Mu’min.
Barangsiapa berbuat demikian, niscaya
lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali
karena (siasat) memelihara dari sesuatu yang
ditakuti dari mereka. Dan Allah
memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-
Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu).

12 64 IV 8 Janganlah orang-orang Mu’min mengambil
orang-orang Kafir menjadi pemimpin dengan
meninggalkan orang-orang Mu’min.

13 64 IV 9 Allah tiada melarang kamu untuk berbuat
baik dan berlaku adil terhadap orang-orang
yang tiada memerangimu karena agama dan
tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang berlaku adil.
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